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ABSTRACT

One of the fundamental changes in the Criminal Bdoce Code was in the placement of
some of the evidence in the form of electronicngs@ a criminal offense in addition it has also
introduced a way remote examination of a witnesaidigig multimedia technology, known as
teleconference or videoconference. The use ofaelerence technology is not fully approved by
experts and legal practitioners in Indonesia. Th&tbecause rere is not currently a legal
agreement of the legal profession to establishavigion statiriy that a witness' testimony in the
form of a teleconference can be used as legal ee&eén court can be equated with direct
testimony in court.

This is the reason the authors are interested ‘an@ui1s research. The purpose of this
study was to determine how Legitimacy Through Ben~rtece Witness Testimony in Evidence
in criminal trial and how the condition of the reocif the teleconference testimony in criminal
proceedings.This research is normative resears . =lvtis research in terms of the legislation
in Indonesia. And the law is that the source ma esukender legal materials consisting of
primary legal materials, legal materials seconactsstiary legal materials. Then the data were
analyzed by descriptive qualitative analysis coduttained from secondary legal materials.

The survey results revealed that tiic uce uf metkadnference in the examination at the
trial to be valid if the judge issued a ueiarminatispecifically for the implementation of the
teleconference. This means that the nrocess ohgyitestimony via teleconference can not
automatically be used as the mosu directly applieabhus, witness testimony can be used as
valid evidence in court with a vaisty of considewas and reasons for the need for the
provision of witness testimony. via teleconferentesearch of material truth is the goal of
criminal procedural law. Tern.s«+ ceipt teleconfarertestimony in criminal trials is the use of
teleconference in this case 1.2 presented a ddtaieture and clear sound quality without
interference (noice) whichk “in arinciple, the prese of a witness before the court referred to the
physical well met by usiiig. 2 teleconference, witbra first, containing about a specific event
that he heard, he saw and experienced it myselit@étimonium de Auditu).
Keyword:legality-witness’s statemen-teleconference

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu perubahan yang fundamental terjadildmdKUHAP saat ini adalah adanya
hal penempatan beberapa alat bukti berupa rekafektrtomik dalam tindak pidana pencucian
uang sebagai alat bukti, di samping itu juga telgierkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak
jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia ydikgnal dengarnteleconferenceatau



videoconferencé Pemanfaatan teknologgleconferenceli bidang hukum di Indonesia di mulai
pada saglt persidangan kasus penyimpanganmtembudgeteBulog atas nama terdakwa Akbar
Tanjung:

Pada 2002 silam, Mahkamah Agung (“MA”) pertama kakmberikan izin kepada
mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesakswateleconferencedalam kasus
penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas namakieedAkbar Tandjung. Sebenarnya, jika
melihat pada pengaturan pemeriksaan saksi di ergsoh, Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maskan “keterangan saksi sebagai alat
bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pditegd. Pasal 160 KUHAP
menyebutkan,“Saksi dipanggil ke dalam ruang sidsegrang demi seorang menurut urutan
yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketuangideetelah mendengar pendapat penuntut
umum, terdakwa atau penasihat hukumnya”.

Namun, dalam perkembangannya, terkadang ditemubabar kesulitan untuk
menghadirkan saksi di persidangan. Selain mempeatigan fanior jarak (jika saksi berada di
tempat yang jauh), keamanan saksi dari ancamaR-pihak |aiw.vang tidak mau dia bersaksi,
dan juga ada kalanya kendala muncul karena keselsatiee’ yang terganggu. Kendala ini
kemudian dapat dipecahkan dengan cara mengguni ¥, nference meskipun kemudian
menjadi dilematis karena adanya pertentangan deke“antuan KUHAP. Penulis sangat setuju
dengan hal ini karena memang perkembangan tinclegah&tan dan pencegahan serta
penyelesaiannya pun harus didukung dengan i kumg. iyempu mengatasi masalah tersebut.
Seperti contoh tindak pidana terorisme yang_:»endikdikat di luar negeri, tindak pidana
pencucian uang yang di dalamnya banyak terapbkigartindak pidana yang luar biasa.

Dalam undang-undang Tindak Pidara F2ncucian Uamtang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 juga mengenal yang namanya dokuri.or elektrétekkembangan kejahatan yang juga
mengalami perubahan, bukan hanya ora. Galamnegara tetapi bisa merupakan koorporasi.
Karena KUHAP menentukan ada tiga n2wajiban darrasep saksi.Dalam hal ini kita tahu
bahwa sesuai aturan, tidak mudah uati! menarikos®sg yang menjadi warga negara lain
untuk dijadikan saksi dalam pemv>rikeaan di wilayata. Uraian di atas menurut penulis
merupakan sedikit alasan pentingw! conferencelalam perkembangan hukum di Indonesia.
Namun, jika dilihat dari KUHAF pev. 2rapan ini memangmiliki kendala. Pertama,kewajiban
untuk menghadap sendiri di w2 persidandg@adug kewajiban untuk disumpah, d&etiga
kewajiban untuk memberikari e terangan tentang apg ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan
ia alami sendiri.

Saat itu Habibie “ya'9 menjadi saksi dalam kasusebert tidak dapat dihadirkan ke
persidangan karena saat itu Habibie sedang beradkntburg Jerman dan tidak dapat datang ke
Indonesia dengan alasan menunggu istrinya yanghgestkit di rumah sakit Jerman. Dengan
alasan tersebut kemudian pihak Pengadilan NegkartdaPusat berinisiatif untuk mengambil
jalan pintas dengan mengadakan su#adleconference whitnesstau kesaksian secara
teleconferenceKesaksiarteleconferencéersebut diadakan di kantor Konsul Jenderal Insiane
di Hamburg Jerman, dan disiarkan sedizeoleh salah satu stasiun swasta di Indonesia.

Setelah pemberian kesaksian melaleieconferenceyang dilakukan oleh Habibie,
selanjutnya giliran saksi-saksi kasus pelanggaematbHAM di Timor-Timur yang meminta

! Aloysius Wisnubroto dan Gregorius WidiartaRegmbaharuan Hukum Acara PidarBandung : Citra Aditya
Bakti, 2005, him. 39.

2 www.hukumonline.com.Keabsahan Teleconference sebagai Alat Bukti di Sidang Pergaddiakses pada
tanggal 20 Mei 2011.



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengambkakkes mereka secatgleconferencelemi
alasan keamanan dan efisiensi waktu. Dalam haPémgadilan Negeri Jakarta Pusat dengan
berbagai pertimbangan itu akhirnya mengabulkan pe¢aen mereka untuk mengambil
kesaksian dari saksi-saksi tersebut sedataconference Kesaksianteleconferencetersebut
dilaksanakan di kota Dili, sementara terdakwa dudulkursi pesakitan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat. Begitu pula dengan persidangan AdkarBBa’asyir, terdakwa kasus rencana
pengeboman beberapa gereja di malam Natal tahu@ @80 rencana pembunuhan kepada
Megawati yang pada saat itu masih menjabat seldgkil Presidert.

Penggunaan teknologgleconferencéni memang tidak sepenuhnya disetujui oleh pakar-
pakar hukum dan praktisi hukum di Indonesia. Satiunsenyetujui kesaksian yang disampaikan
secardeleconferenceersebut, sedangkan banyak pula dari kalangarr gl praktisi hukum
yang tidak setuju apabila kesaksian dari seorakg sédakukan secarteleconferencatau tidak
hadir secara langsung didalam acara persidangdntekéebut dikarenakan memang saat ini
belum ada suatu kesepakatan hukum dari para prakkam untu:-. menetapkan ketentuan yang
menyatakan bahwa suatu keterangan saksi dalamkbehtac:nerencelapat dijadikan sebagai
kesaksian yang sah di pengadilan yang dapat dipatsmn dengan kesaksian secara langsung di
muka pengadilan.

Menurut hemat penulis, jika dihubungkan deiigan dgddandang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroniknyeksaan saksi melalueleconference
dapat dikatan sebagai alat bukti dimana hasil pk.4eriksaan saksi itu berupa kesaksiaan yang
dapat dijadikan sebagai dokumen elektronik. k2ldegdat dilihat dari bunyi Pasal 1 angka 4
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentan In oriahasiTransaksi Elektronik yaitu:
“Dokumen Elektronik adalah setiap Informisi -lekikoyang dibuat, diteruskan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog.uiggiektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau sicergealui Komputer atau Sistem Elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tuiisan, sg@m@par, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbal~tau pasiorang memiliki makna atau arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu iaemahaminya.”

Berdasarkan latar belakang ¢ atas, penulis saegatik untuk meneliti dengan judul
“Keabsahan Keterangan Saksi Ivic.alui TeleconferenBmlam Pembuktian di Persidangan
pidana”

B. Rumusan Masalah
Dari uraian yang-diremukakan di atas, maka dapaulge merumuskan apa yang
menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana Keabsahan Keterangan Saksi Meledlgconferencddalam Pembuktian di
Persidangan pidana?
2. Bagaimana Syarat diterimanya Kesaksian SeGataconferencali Dalam Persidangan
pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Pendlitian

1) Tujuan Pendlitian
Sesuai dengan pokok permasalahan penulisan Bitanyang menjadi tujuan penelitian ini
adalah:

% Faiz Abu Bakar Bafana,”Ba’asyir Perintahkan Pemiam Megawati”, Dalam Sur#tabar Harian Kompas,
pada tanggal 27 Juni 2003, him.1.



1. Untuk mengetahui keabsahan keterangan saksi ma&oonferencelalam pembuktian
di persidangan pidana.

2. Untuk mengetahui syarat diterimanya kesaksian aeteleconferencedi dalam
persidangan pidana.

2) Manfaat Pendlitian

1. Diharapkan penelitian ini untuk menambah pengetahdan pemahaman penulis
khususnya mengenai masalah yang diteliti.

2. Kiranya penelitian ini diharapkan dapat menjadiaggth masukan bagi masyarakat
khususnya masalah keabsahan keterangan saksi inelletonferencelalam pembuktian
di persidangan

3. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan mdahdorong bagi rekan-rekan
mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teoritis
1. Teori Hukum Pembuktian

Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian davnha@cara pidana yang mengatur
macam-macam alat bukti yang sah menurut hukumg sigiang dianut dalam pembuktian,
syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tetrssra kewenangan hakim untuk menerima,
menolak dan menilai suatu pembuktian.

Menurut R.Subekti pembuktian dimaks.lkar sebagajiaken meyakinkan hakim
tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukan d-:=awu persengketadn.

Martiman Prodjohamidjojo menjelaskan arti yembuksabagai berikut:

“Membuktikan mengandung maksud dan’ usaha untuk atekgn kebenaran atas suatu
peristiwa sehingga dapat diterima oleh al-ai *2/pdddenaran peristiwa tersebut. Baik dalam
proses ascara pidana maupun perdata Gy wwaKan adsgbuktian, yang memegang peranan
penting.’

Sementara Darwan Prinst menyat=<an bahwa yang dudakengan pembuktian adalah
pembuktian bahwa benar suatu peristwa pidana tedbukti terjadi dan terdakwa bersalah
melakukan perbuatan itu sehingge :¢ us mempertagguabkannya.

Dalam hal pembuktian <ni,;~:akim perlu mempertimbdary kepentingan-kepentingan
dari terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, lbalsgseorang yang telah melanggar
ketentuan pidana (KUHAP} «t u Undang-Undang pidamanya, harus mendapat hukuman
yang setimpal sesuai dei gan kesalahannya tersebdangkan kepentingan terdakwa, berarti
bahwa terdakwa harus “Giporlakukan secara adil dk@denrupa, sehingga tidak ada seorang
yang bersalah mendapat hukuman. Pembuktian diatam pasal 183 KUHAP yang berbunyi
sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkanapia pada seseorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia meigbe keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalaf parsalah melakukannya"

Dapat disimpulkan, pembuktian ditinjau dari segkima acara pidana antara lain adalah
sebagai berikut :

a) Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalahaumencari dan mempertahankan
suatu kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakatau penasehat hukum, semua
terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian kal&ti yang telah ditentukan Undang-

* R.SubektiHukum Pembuktigniakarta : Pradnya Paramita, 1991, him.7.
® Martiman ProdjohamidjojcSistem Pembuktian dan Alat-alat Bukiékarta : Ghalia Indonesia, 1983, him. 2.
® Darwan PrinstHukum Acara Pidana Dalam PraktiBjambatan, Jakarta:2002, him.252.
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Undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caramydiri dalam melakukan penilaian
suatu pembuktian. Terdakwa tidak bisa leluasa meatmmkan sesuatu yang dianggap benar
diluar ketentuan yang telah digariskan oleh Unddndang.

b) Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan suatekaran yang akan dijatuhkan dalam
suatu putusan haruslah berdasarkan alat-alat kyaktg telah ditentukan oleh Undang-
Undang secara limitatif, hal ini sesuai dengan ydisgbutkan dalam pasal 184 KUHAP.

Proses pembuktian dalam hukum acara pidana bemtujuduk mencari kebenaran
materil, berbeda dengan hukum acara perdata yangamdebenaran formfl.

Dalam hukum acara pidana guna mencari kebenaraerimatakim berkewajiban
menetapkafi:

a) Perbuatan-perbuatan mana yang dianggap terbuktinngmemeriksaan pengadilan

b) Terdakwa bersalah atau tidak atas perbuatan yalagndakan kepadanya;

c) Tindak pidana yang dilakukan sehubungan dengaruptb itu;

d) Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam alasan mencari kebenaran materil, maka &sctar &ccusatoi}’ memandang
terdakwa sebagai pihak yang sama dalam hukum geaceta, kemudian ditinggalkan dan
diganti dengan asas inkisitorinquisitoir) '® yang memaidang terdakwa sebagai objek
pemeriksaan bahkan terkadang kala dipakai alatiggaiyuntuk memperoleh pengakuan
terdakwa*

Tujuan dan guna pembuktian bagi para y‘hak.yarbpaerdalam proses permeriksaan
persidangan adalah sebagai berkut :

1. Bagi penuntut umum, pembuktian ada ah ‘nerupakahausatuk meyakinkan hakim
yakni berdasarkan alat bukti yang ad«, apar mekgatseorang terdakwa bersalah sesuai
dengan surat atau catatan dakwaar:.

2. Bagi terdakwa atau penasihat huxons, pembuktian pagian usaha sebaliknya, untuk
meyakinkan hakim yakni berdisackun alat bukti yadg, agar menyatakan terdakwa
dibebaskan atau dilepaskan dai.titutan hukumragingankan pidananya.

3. Bagi hakim atas dasar pemkLuktian tersebut yaknyaleadanya alat-alat bukti yang ada
dalam persidangan baik “tang berasal dari penuntotunmu atau penasihat
hukum/terdakwa dibuat ¢'asa untuk membuat keputusan

2. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktiar -ai'alah cara dan syarat yang titahtukan oleh undang-undang
tentang penggunaan alat='at bukti dan kekuatan/pgngaruh terhadap terbuktinya sesuatu
dalam in casu tindak pidana dalam arti semua ugadfn

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakyeabuatan yang didakwakan,
merupakan bagian terpenting dalam acara pidananDakl ini pun hak asasi manusia juga
dipertaruhkart?

Teori dalam sistem pembuktian diantaranya sebagyéiu :

" Andi HamzahHukum Acara Pidana Indonesidakarta : Sinar Grafika, 2001, him.245.
8 .
Ibid, him.9.
® Lilik Mulyadi,Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus terhadap Suravizan, Eksepsi dan Putusan
Peradilan Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1996, him.8.
10 |
Ibid
1 Andi Hamzah,.Op.cit, him.258.
12 Adami ChazawiKemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidaktalang : Publishing, 2007, him.203.
3Andi HamzahJoc.cit



a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan UndangabgdSecara PositiPsitief
Wettelijk Bewijstheory

Yaitu sistem pembuktian yang didasarkan kepadaa#datpembuktian yang
disebut Undang-Undang. Dikatakan secara positiferke@ hanya didasarkan pada
Undang-Undang saja, artinya terbukti suatu perlouatsuai dengan alat-alat bukti
yang disebut oleh Undang-Undang, maka keyakinanmhailak diperlukan sama
sekali.**Sistem ini juga disebut teori pembuktian form&bimale Bewijstheoiy
Dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim sapials tidak penting dan bukan
menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalamniexlarik kesimpulan tentang
kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.

Sistem ini mendasarkan bahwa hakim hanya boleh mgken kesalahn tertuduh,
bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undamgtang. Jika bukti itu terdapat,
maka hakim wajib menyatakan bahwa si tertuduh #wsdah dan wajib dijatuhi
hukuman dengan tidak menghiraukan keyakinan /i.akakoknya kalau ada bukti
walaupun sedikit harus disalahkan dan dihuktfm.

b. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keva:&akim (Convictio in Timé

Adalah suatu pembuktian yang menent ikai salah ny@alseorang terdakwa
yang hanya berdasarkan pada penilaian "k yakiiakihh Keyakinan di sisni sangat
subjektif, hakim mempunyai kebebasan pe~uk dalamentekan terdakwa bersalah
atau tidak dalam melakukan tindak pidc1a. Teorbarpangkal dari pemikiran bahwa
tidak adanya jaminan bahwa pengak::2n erdakwa shpga benar, oleh karena itu
dibutuhkan hati nurani hakim untuk. me¢nentukan terda bersalah atau tidaK.
Sistem ini memungkinkan hakim nenyebut apa sajg yaenjadi dasar keyakinannya
misalnya keterangan medium atau ¢::48n.

Sistem ini memberikan kelbci xcan'yang terlalu Hesgsada hakim, sehingga sulit
diawasi. Selain itu membuka kemungkinan besar utegadi kesewenang-wenangan
yang dilakukan oleh hakim ak’h2. besarnya kekuagaag dimilikinya®®

c. Sistem Atau Teori Pemb:iktian Berdasarkan KeyakiHakim Atas Alasan Yang
Logis (Laconviction Raisciinde
Dalam teori ini, hakim aagat memutuskan seseorangabah berdasarkan keyakinan,
keyakinan yang dic.«c=rkan kepada dasar-dasar péaukisertai dengan suatu
kesimpulan ¢onclisig yang berlandaskan pada peraturan-peraturan peiabuk
tertentu. Sistem:atou teori ini juga disebut pentibukbebas, karena hakim bebas
untuk menyebuc2aiasan-alasan keyakinanmgigebewijstheory.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secagatl (Negatief Wettelijk

Dalam sistem ini hakim dapat memutuskan seseorargalah berdasarkan pada
aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secaratatimoleh undang-undang
sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu.

Sistem pembuktian negatif ini dapat kita lihat dalRasal 183 (KUHAP) yang
berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidangpd#a seorang kecuali apabila

“Ibid, him.247.

15 Adami ChazawiHukum Pembuktian Tindak Pidana KorupBandung : PT.Alumni, 2008, him.27.

8 Wantjik SalehTindak Pidana Korupsi dan Suapakarta : Ghalia Indonesia, Jakarta:1983, him.70.

7 Andi HamzahQp.Cit, him.248.

18 wirjono ProdjodikoroHukum Acara Pidana IndonesiBandung : Sumur Bandung, 1967, him. 72.
¥ Ibid, him.281.



dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yangasatemperoleh keyakinan bahwa
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan batevdakwalah yang bersalah
melakukannya”.

Sistem pembuktian di Indonesia hanya mengakuisddatbukti yang sah menurut
undang-undang yang dapat digunakan untuk pembuliiapat disimpulkan bahwa,
pembuktian harus didasarkan kepada Undang- Undiateyn hal ini adalah KUHAP.
Pasal 183 KUHAP mengatur tentang sistem pembuldeEndasar Undang-Undang
secaranegative atau negative wettlijk, dimana untuk menentukan benar tidaknya
terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada teraakempunyai prinsip batas
minimum, yaitu®°

a. Bahwa kesalahan terbukti sekurang-kurangnya adaldtidukti yang sah.

b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnyaaldtsbukti yang sah, hakim
'memperoleh keyakinan’ bahwa tindak pidana benaabe terjadi, bahwa
terdakwalah yang bersalah telah melakukannya

3. Keterangan Saksi

Salah satu bentuk alat bukti dalam hukum acarinpi« @lalah keterangan saksi, hal ini
digunakan untuk mendapatkan kebenaran mengeneui@ig suatu tindak pidana. Saksi akan
memberikan pengetahuannya tentang segala hal e gitt dengan tindak pidana. Saksi
merupakan pihak yang telah terlibat dalam perksiana. la menduduki peran dan fungsi yang
penting dalam suatu pemeriksaan perkara disic_ngqifan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak
pidana akan sulit diungkap kebenarannya. M:ksudamgn saksi adalah memberikan
kesempatan untuk menyatakan bahwa tersiany'<a tetaklah, ataupun jika bersalah mengakui
kesalahanny&

Pengertian saksi di dalam KUHAT ¢ calan orang yapgatdmemberikan keterangannya
guna kepentingan penyidikan, penuntuicn 'dan paradéntang suatu perkara pidana yang ia
alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAR)..Sedangkangertian saksi menurut kamus hukum
adalah orang yang menyaksikan s=ndi*i suatu kejadiaang yang memberikan penjelasan di
dalam sidang pengadilan untuk keetingan semuak yiding terlibat di dalam perkara terutama
terdakwa dan pendakwa; oran¢ yai g dapat membekidanangan tentang segala sesuatu yang
didengar, dilihat dan dialami“sa* diri untuk kepegéin penyidikan, penuntutan dan peradilan
mengenai suatu perkara picaie

Berdasarkan peruatican tersebut maka dalam keterasgksi, hal yang harus
diungkapkan di sidang pencadilan yéitu:

1. Yang ia dengar sendiri, bukan hasil cerita ataul hdengaran dari orang lain.

Saksi secara pribadi harus mendengar langsungiperigidana atau kejadian yang
terkait dengan peristiwa pidana tersebut.

2. Yang ia lihat sendiri, kejadian tersebut benar-beligaksikan langsung dengan mata
kepala sendiri oleh saksi baik secara keselurukaupan rentetan peristiwva pidana
yang diperiksa.

3. Yang ia alami sendiri sehubungan dengan perkarg gadang diperiksa, biasanya
merupakan korban dan menjadi saksi utama daritpegipidana yang bersangkutan.

20 M.Yahya HarahapQp.Cit, him..259
2 Andi HamzahPengantar Hukum Acara Pidandakarta : Ghalia Indonesia, Jakarta:1990, him.162
% M.Yahya HarahapQp.Cit, him.183



Pasal 160 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa yanmgarpa kali didengar
keterangannya adalah saksi korban.

Didukung oleh sumber dan alasan dari pengetahuaitnyssehubungan dengan
peristiwa, keadaan, kejadian yang didengar, dililah atau dialaminya. Setiap unsur
keterangan harus diuji kebenarannya. Antara salsisdmbernya harus benar-benar
konsisten satu dengan yang lainnya.

Pada dasarnya orang yang melihat, mendengar atagataeni sendiri suatu peristiwa
yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana daggadi saksi (Pasal 1 butir 26 KUHAP).
Namun pada prakteknya menurut ketentuan yang hedalam proses peradilan, syarat-syarat
menjadi saksi adalah sebagai berikut:

a. Dewasa, telah berumur 15 (lima belas) tahun atenapekawin;

b. Sehat akal;

c. Tidak ada hubungan keluarga, pertalian darah sekapinan dengan

terdakwa.
Syarat-syarat sahnya keterangan saksi menurut Mavkia2hap adalaf:

a) Harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal :5Q2y&tJHP);

b) Keterangan saksi tersebut harus bernilai se 2ag i bu

c) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pergadibar dapat dinilai sebagai
alat bukti sebagaimana ditegaskan dalem Pasal $8§1a KUHP. Keterangan
saksi di luar pengadilan tidak bernila: sebegdti lalekti;

d) Keterangan satu saksi saja dianyzap- tidak cukup.teikait dengan prinsip
minimum pembuktian pada Pasal . 83 KUHP. Ditegasldam Pasal 185 ayat (2)
KUHP. Keterangan seorang sal.si varu bernilai selsagdu alat bukti yang harus
dicukupi dengan alat bukti lain..2sasamus testi nullus testigi menjadikan
kesaksian tunggal dianggap-uu mecukup untuk mentarkkesalahan terdakwa;

e) Keterangan saksi harus te'un’ aari beberapa asakgi dan apa yang dipersaksikan
itu harus saling berhubungan satu sama lainnya.

E. Kerangka Konseptual

Ada beberapa defenisi¢.opirasional dalam penulisanyang harus dipahami oleh
pembaca untuk memberikan‘xaaudahan dalam pemahistiiah yang terdapat dalam judul
penulisan ini:

1) Keabsahan addier. sesuatu yang resmi, dilakukan rotehukum atau undang-
undang®*

2) Keterangan Saksi adalah segala sesuatu yang didetigaat dan dialami sendiri
untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan plradinengenai suatu perkara
pidana.

3) Teleconferencadalah muktamar, permusyawaratan jarak jauh demgarggunakan
media elektronik.

4) Pembuktian adalah cara dan syarat yang telah dik@ntoleh undang-undang tentang
penggunaan alat-alat bukti dan kekuatan/nilai perdggerhadap terbuktinya sesuatu
dalam kasus tindak pidana dalam arti semua unstfrnya

% M.Yahya HarahapQp.Cit, him.286.
4 pius, A.Partantd&{amus Kecil Bahasa Indonesi@urabaya : Arkola, 1994, him. 405.
% Adami ChazawiQp.cit, him.203/



5) Persidangan adalah sebagai sarana atau tempat onangkasikan ide atau gagasan
dalam rangka pengambilan keputusan yang bersipagiked.

F. Metode Pendlitian

1) JenisPendlitian
Penelitian menggunakan pendekatan yuridis nornyaiiiu penelitian yang membahas aspek
hukumnya baik itu asas-asas hukum untuk sistemdtikaum dengan melihat perundang-
undangan yang berlak§.Dalam hal ini penulis tidak bertatap muka dengaforinan atau
responder’
Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifdeskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan
untuk memperoleh gambaran yang jelas dan cermatgenen keabsahan kesaksian yang
diajukan melaluteleconference

2) Sumber data

Agar penelitian ini lebih tearah lagi, maka pemetikan mciragunakan teknik penelitian
kepustakaar(liberary research).Melalui penelitian kepusta'\aan Ini akan didukunghotiga
bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mei gikat, yaitu:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidara
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perligaiiisaksi dan Korban
3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2027 Tentang Kekuasahakiman

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan _:::kum sekunder adalah bahan hukumg ya
diperoleh melalui kepustakaan yang bersif: t mendgkahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan "iuk 'm tertier adalah bahan hukum ggmeyoleh
melalui kamus, ensiklopedi, dan ise;2risnya yandubgsi untuk mendukung bahan
hukum primer dan bahan hukumscinaer.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalar.».nznelitian ini diggamametode kajian kepustakaan
4) AnalisisData
Analisis data dan pembahasan .c'vwukan secaratdtifaliartinya menguraikan data dalam
bentuk kalimat yang teratur, ruatus, logis, tidaknpang tindih, efektif, sehingga memudahkan
mendeskripsikan dan menjelési<sn hasil andfiddalam menarik kesimpulan dapat digunakan
metode berfikir deduktif ialerie: ra berfikir yangemarik suatu kesimpulan dari suatu peryataan
atau dalil yang bersifat un‘u. menjadi suatu bearkHasus berdasarkan teori yang ada.

% SoerjonoSoekanto dan Sri MamudjRenelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkdkarta :
PT.Raja Grafindo Persada, 2003, him.4.

?" Hilman HadikusumdJletodologi Pembuatan Kertas Kerja/Skripsi lImu HukuBandung : Mandar
Maju,1995, him. 22.

2 Abdulkadir Muhammad:-ukum dan Penelitian Hukurbandung : Citra Aditya Bakti, 2004, him. 152.
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PEMBAHASAN

A. Keabsahan Keterangan Saks Melalui Teleconference dalam Pembuktian di
Persidangan Pidana

Dewasa ini dalam dunia peradilan Indonesia telgleréenalkan cara pemeriksaan saksi
jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimegeng dikenal dengan istilah
teleconference Padahal KUHAP tidak mengenal bukti-bukti elektkomaupun ketentuan-
ketentuan tentang  prosedur pemeriksaan saksitlewsarana teknologi informasi
(teleconference)seperti yang pernah terjadi dalam sidang perkédtana dengan terdakwa
Rahardi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta&@elmng memeriksa saksi mantan Presiden
Indonesia B.J. Habibi dengan menggunkateconference Prosedur pemeriksaan memakai
sarana teknologi dengan caedeconferenceersebut, baru pertama kali terjadi dan diperakiek
dalam sejarah peradilan IndoneSia.

Setelah pemberian kesaksian melag&leconferenceyaiiy dilakukan oleh B.J. Habibie,
selanjutnya giliran saksi-saksi kasus pelanggarai Herat di Timor-Timur yang meminta PN.
Jakarta Pusat untuk mengambil kesaksian merekaade ecoaferencelemi alasan keamanan
dan efisiensi waktu. PN. Jakarta Pusat dengan derlp=itirnuangan itu akhirnya mengabulkan
permintaan mereka untuk mengambil kesaksian d&ti-s7ksi tersebut secataleconference
Kesaksiarteleconferencetersebut dilaksanakan_a. xota.Dili, sementardaieva duduk di kursi
pesakitan PN. Jakarta Pusat.

Begitu pula dengan persidangan Abu Bal ar E a’atstidakwa kasus rencana pengeboman
beberapa gereja di malam Natal tahun 200U 'an mangambunuhan kepada Megawati yang
pada saat itu masih menjabat sebagai«Wwali Presifaksi-saksi yang akan didengarkan
kesaksiannya dalam persidangan tersebu: scradagiigbira dan status mereka adalah tahanan
pihak kepolisian negara Singapura. Tiuaw: gampatgkumenghadirkan Faiz Bafana dan Ja’far
bin Misrooki ke ruang persidangan ur.t1k didengarkaterangannya sebagai saksi mengingat
statusnya tersebut. Maka dari itet digunakanlah enddieconferenceuntuk memberikan
kesaksian pada persidangan Abc Zakar Ba'asyir. Bakai memberikan keterangannya dari
bekas gedung Kementerian D&'ar. Negeri Singapuradeepidang yang digelar di PN. Jakarta
Pusat.

Pemeriksaan saksi jarans (teleconferencelintuk di Bali sendiri juga pernah dilakukan
di Pengadilan Negeri Dercaar dalam kasus teroridome Bali yang terdakwanya adalah Ali
Gufron alias Muklas alias'S»fwan yang mengahdigaisi Wan Min bin Wan Matematika yang
berada di Malaysia yang kesaksiannya diberikanjdeak jauh secar@leconference.

Pada tahun 2011 ini pemeriksaan saksi metalaconferenc&embali diperaktekan dalam kasus
Abu Bakar Ba'asyir terhadap 16 saksi yang akan neeimkesaksian, berdasarkan Surat
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Norhd8 :/ PEN.PID / 2011 / PN.Jkt.Sel.
tanggal 10 Maret 2011, yang pada pokoknya mengabupgermohonan pemeriksaan saksi
secardeleconferencatas 16 saksi tersebut dengan dasar dan arguimsegttagai berikut:

1. Pasal 33 jo. Pasal 34 ayat (1) huruf ¢ Undang-Ugddo. 15 tahun. 2003 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undargagndo. 1 tahun 2002 tentang

pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Watndang

% H. M. Arsyad Sanusi, et. Al, Analisis dan Evaluasikum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik
(Teleconferenceyntuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana, Badakuh Nasional Departemen Hukum dan
HAM RI, Jakarta,2003, him.3.
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2. Pasal 2 jo. Pasal 3 huruf ¢ Peraturan Pemerintah2Bldahun 2003 tentang Tata Cara
Perlindungan terhadap saksi, Penyidik, Penuntutrdndan Hakim dalam Perkara Tindak
Pidana Terorisme.

3. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nor@dafiun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan KorbarY’

Kesaksian yang disampaikan melalui medédeconferenceseperti contoh yang ada
merupakan langkah yang besar dan baru di dalamadwitum, khususnya hukum acara di
Indonesia. Namun tidak semua permohonan pemeriksaksi dapat dilakukan dan diterima
oleh Pengadilan, seperti kasus Schapelle Leigh y\Cgdmg permohonan untuk pemeriksaan
melaluiteleconferencatau wawancara jarak jauh tidak dapat diterimapaldpenasehat hukum
Corby, Erwin Siregar mendalilkan bahwa penggunasgconferencétu merupakan instrumen
untuk mencari kebenaran materil. Akan tetapi MahdarAgung tidak menerima pemeriksaan
saksi melaluiteleconferencedengan dalil bahwa dalam sistem hukumil ¢éaw, yurisprudensi
bersifat persuasif. “Sehingga tak ada kewajibani deakindi Indoensia menggunakan
teleconferencelan bukan pula merupakan keharusan menuiu:, hakana pidana yang berlaku
di Indonesia untuk menggunakteteconferencelalam proses pomeriksaaan saksi”.

Memang jika dikaitkan dengan KUHAP c<epiitas peksaan saksi melalui
teleconferencebertentangan dengan ketentuan Pasw 1.6u ayatddn) Pasal 167 ayat (1)
KUHAP. Pada ketentuan Pasal 160 ayat (1) hurd & AP menyebutkan “saksi di panggil ke
ruang sidang seorang demi seorang menurut u:; ‘@ cipandang sebaik-baiknya oleh hakim
ketua sidang setelah mendengar pendapat p_auriumuterdakwa atau penasehat hukum
terdakwa”.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pagal 16/ ayatYHAR, “setelah saksi memberikan
keterangan, ia tetap hadir di sidang keoudli hakietua sidang memberi izin untuk
meninggalkannya”. Sehingga berdasar~a. “iketentuaal garsebut, kehadiran seorang saksi
secara fisik dituntut untuk hadir dan snembveri kegak dalam persidangan. Akan tetapi jika
kita mencermati kembali ketentuan Pacal 185 aya(UHAP, secara tegas menyatakan bahwa
“keterangan saksi sebagai alat buk:i ialah apa gakgi nyatakan di depan sidang pengadilan”.
Sehingga kata menyatakan di a¢gan sidang disinjagietidak jelas(abscur) oleh karena
KUHAP sendiri tidak menjelas’‘aiv atau menegaskaandahemberikan keterangan di depan
sidang saksi harus hadir seca.»!-\ngsung (fisifeksidangan untuk memberikan keterangan.
Di kalangan praktisi hukum rai'mat yang menyatakieeterangan saksi dinyatakan di depan
persidangan” menimbulkea.i.elah untuk ditafsirkaarlebih celah ini secareksplisittermuat
dalam ketentuan Pasal " dang-Undang Nomor 13rnT2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, yang menegaskan ada tiga pilihan sakdiaaks dihadirkan ke pengadilan, yaitu :

1. Saksi diperbolehkan memberi keterangan secaralisedu hadapan pejabat seperti

notaris, hakim, atau camat.

2. Keterangan saksi dapat diperiksa leteétconference.

%0 Facta Pos, Klarifikasi Hakim Lakukaheleconferencedata diakses tanggal 25 Februari 2012, alvalaible
from: URL : http://www.faktapos.com/content/lain-lain/4814-klarifikasi-Hakim-lakukan-teleconference.html

3 Hukum Online.com, Menggugat Dasar Pemeriksaani $3a&klui Teleconferencejata diakses tanggal 19
Maret 2012 :  http://hukumonline.com/berita/baca/It4d832f081d0ee/menggugat-dasar-pemeriksaan-saksi-
melalui-iteleconferencei (selanjutnya di singkat Hukum Online.com )
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3. Pemeri3|<25aannya sepemiistery guest yang memberikan keterangan dalam ruangan
khusus:

Selain itu keterangan saksi melalui saraekconferencetelah memenuhi ketentuan
Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya meahgat “keterangan saksi sebagai alat
bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan sigangadilan”, dimana keterangan saksi secara
teleconferencguga dinyatakan di depan persidangan akan tetdgk secara langsung (fisik)
hadir dalam persidangan. Dari ketentuan tersebwmang secara tekstual tidak dituntut
kehadiran seorang saksi secara fisik di ruang gidakan tetapi Pasal 160 ayat (1) huruf a dan
pasal 167 KUHAP, pada intinya mengatur bahwa kehadisik seorang saksi adalah mutlak.
Namun kenyataannya untuk mencari dan menegakaen&edan materil yang berujung pada
keadilan terhadap hal yang tekstual tersebut, dplaktik sedikit ditinggalkan.

Pemikirkan mengenai pemeriksaan tanpa hadirnysakem sejatinya telah ada jauh
sebelumnya, hal ini terbukti dari putusan Mahkamghng Rl Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal
19 Juli 1991 dengan kaidah hukum : “keteranganisak®y ticai« dapat hadir di persidangan
karena suatu halangan yang sah pada dasarnyadietapnpa». Dan keterangannya tersebut
sama nilaianya dengan kesaksian di bawah sumpah”.

Aspek ini sebenarnya harus dilakukan di dunia e Yi Indonesia apabila tidak ingin
di pandang negatif oleh masyarakibengan dasar yu:idis ‘wetentuan Pasal 5 ayat (Hjphtp
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan ‘et .akihakim sebagai penegak hukum
dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan mynahamai-nilai hukum rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam r.~nggalhgikgi, memahami dan mengejar
kebenag?an materiil dalam hukum pidana mcka aspekaf hendaknya ditinggalkan secara
selektif:

Keterangan saksi yang disampaikan di“‘depan sidengggilan mengalami perluasan
pengertian yang sesuai dengan perkemba: gan maaldrditdang teknologi dan hukum seperti
keterangan saksi melaltgleconference”erradap hal ini (perkembangan teknologi dan m)ku
sejatinya peraturan perundang-undai.g2i kita telakomodir dalam ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

a. Pasal 26A Undang-UnG=iv. Nomor 20 Tahun 2001 tenBergberantasan Tindak
Pidana Korupsi, meayaizkan : Alat bukti yang saHarmda bentuk petunjuk
sebagaimana dimaksu< dalam Pasal 188 ayat (2) dddiagang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hulkuin-Acara Pidana, khusus untuk kingddana korupsi juga dapat
diperoleh dari :

1) Alat bukti lain-vang berupa informasi yang diucapkalikirim, diterima, atau
disimpan secara elektronik dengan alat optik atangyserupa dengan itu; dan
2) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasgydapat dilihat, dibaca, dan atau
didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau taap&udn suatu sarana, baik yang
tertuang di atas kertas, benda fisik apapun s&laitas, maupun yang terekam secara
elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambag, pahcangan, foto, huruf, tanda, angka,
atau perforasi yang memiliki makna.

32 Hukum Online.com, Saksi Tak Hadir di Persidangak Tanggar KUHAP, data diakses tanggal 24 Februari
2012, alvalaible from: URL: http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cb47c75e9c18/saksi-tak-hadir-di-
persidangan-tak-langgar-kuhap

% Lilik Mulyadi, Bungan Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis DBraktik PT. Alumni,
Bandung,2005,him. 125.

% Ibid,him.126.
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b. Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Na@gmaahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undargpgnblomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diddjgdang-Undang: Alat bukti
pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum addenp.

2) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkankidmkan, diterima atau
disimpan secara elektronik dengan alat optic asaugerupa dengan itu; dan

3) Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihdtach dan / atau didengar, yang
dapat dekeluarkan dengan atau tanpa bantuan @ranasbaik yang tertuang di
atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas,yatag terekam secara elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas kepada :
a) Tulisan suara atau gambar
b) Peta, rancangan foto, atau sejenisnya
c) Huruf, tanda, angka, symbol, atau perforag: yangiile makna atau dapat

dipahami oleh orang yang mampu membace atau mengfeaam

Pasal 33 : Saksi, penyidik, penuntut umum, da» rhaigang memeriksa beserta
keluarganya dalam perkara tindak pidana terorismajgbve iber’ perlindungan oleh negara dari
kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiea,aticu hartanya, baik sebelum, selama,
maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 34 ayat (1) : Perlindungan sebaqa.hana dudadtalam Pasal 33 dilakukan oleh
aparat penegak hukum dan aparat keamanan b_rupa :

1) Perlindungan atas keamanan prit.adi aari ancamiardas mental;

2) Kerahasiaan identitas saksi;

3) Pemberian keterangan pada sc2t‘pemeriksaan dggeéagadilan tanpa bertatap
muka dengan tersangka.

Pasal 34 ayat (2) : Ketentuan rneagenai tata catangnengan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengen. Feratiramerintah.

Pasal 1 angka 7 Dokumen ‘ada'ah data, rekaman, atau informasi yapatddilihat,
dibaca, dan/atau didengar, yang vap at dikeluarkagah atau tanpa bantuan suatu sarana, baik
yang tertuang di atas kertas; vcida fisik apapuains&ertas, atau yang terekam secara
elektronik, termasuk tetapi tidc ietorbatas pada:

a) Tulisan, suare. a4 gambar;

b) Peta, ranca.g=n, foto, atau sejenisnya;

c) Huruf, tanua, angka, simbol, atau perforasi yangnilild makna atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu membaca atau menrajeam

Menurut Joko ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nob3rTahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, yang menegaskatigedpilihan saksi tak harus dihadirkan ke
pengadilan, yaitu :

1) Saksi diperbolehkan memberi keterangan secaraiseduhadapan pejabat seperti

notaris, hakim, atau camat;

2) Keterangan saksi dapat diperiksa leteétconference;

3) Pemersislésaannya seperntiistery guestyang memberikan keterangan dalam ruangan

Khusus:

% Hukum Online.com, Saksi Tak Hadir di Persidangak Tanggar KUHAP, data diakses tanggal 24 Maret
2012, alvalaible from: URL: http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cb47c75e9c18/saksi-tak-hadir-di-
persidangan-tak-langgar-kuhap
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Pasal 29 dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 TaB0i tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang :

Pasal 29 : Alat bukti selain sebagaimana ditentwedam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, dapat pula berupa :

1) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, watdisimpan secara elektronik

dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

2) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihdiaah, dan/atau didengar, yang dapat

dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sdraikayang tertuang di atas kertas,
benda fisik apapun selain kertas, atau yang teres@cara elektronik, termasuk tidak
terbatas pada:

a) tulisan, suara, atau gambar;

b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau

c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yangnilite makna atau dapat

dipahami oleh orang yang mampu membaca a’a¢. menajeam

Pasal 30 : Sebagai salah satu alat bukti yangkséérznigan seorang sanksi korban saja
sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa karsapabila disertai dengan satu alat
bukti yang sah lainnya.

Selain itu sandaran mengenai prosedur khusus Irsaan saksi secataleconference
dalam dunia Internasional, telah tegas diatur dddatan.1ar, pasal 22 Statuta Yugoslavia 1993,
pasal 21 Statuta Rwanda 1995, dan Pasal {3 arngBsatBita Roma 1998 yang intinya
menyatakan bahwa prosedur khusus pemeriks221 uaimdongi saksi dan/atau korban, adalah
dengan melakukan persidangarcameraatau me mb¢ rikan keterangan dengan sarana eldktroni
atau alat-alat khusus lainnya. Untuk lebih icla;mexikut penulis uraikan isi ketentuan pasal
tersebut diatas :

Ketentuan pasal 22 Statuta Yugosia & 1993 menkebuiahwa :

“The International Tribunal shall previce 'in itsultes of procedure and evidence for the
protection of victims and witnesses. Cuch protactieeasures shall include, but shall not be
limited to, the conduct of in came.a proceedingsl #me protection of the victim's identity.”
(Pengadilan Internasional wajib “~ emberikan dalamraat prosedur dan bukti untuk
perlindungan korban dan saksi:. 1i>dakan perlindartgesebut termasuk, namun tidak terbatas
pada, perilaku dalam proses k-=s2>ra dan perlinduingi@mtitas korban).

Ketentuan pasal 21 Statut »xwanda 1995 menyebhbtarang sama, yaitu :

“The International Triewal for Rwanda shall prowdn its rules of procedure and evidence
for the protection of victims and witnesses. Sudbegtion measures shall include, but shall
not be liminted to, the conduct of in camera pradegs and the protection of the victim’s
identity.” (Pengadilan International untuk Rwanda akan meikdoerdalam aturan tata
kerjanya dan bukti untuk perlindungan korban daksisaindakan perlindungan tersebut
termasuk, namun tidak akan terbatas pada, prilakandproses kamera dan perlindungan
identitas korban).

Senada dengan pasal-pasal yang telah penulisaara&belumnya, ketentuan Pasal 68
angka 2 dalam Statuta Roma 1998 juga mengatur mangerlindungan saksi dan korban, yang
dijelaskan sebagai berikut :

"As an exception to the principle of public hearing®vaide for in article 67, the
Chambers of the court may, to protect victims aftdegses or an accused, conduct any
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part of the procedings in camera or allow the preaéon of evidence by electronic or
other special means. In particular, such measuftesdl e imlpemented in the case of a
victim of sexual violence or a child who is a viwbr a witness, unless otherwise ordered
by the court, having regard to all the circumstasigaarticularly the views of the victim or
witnees.”.

(Sebagai pengecualian prinsip audiensin publikudiglalam Pasal 67, Chambers dari
Pengadilan dapat, untuk melindungi korban dan sa#ei Terdakwa, melakukan setiap
bagian dari proses kamera atau memungkinkan peanyhjikti dengan khusus elektronik
atau lainnya berarti. Secara khusus, langkah-ldngkaebut harus diterapkan dalam kasus
korban kekerasan seksual atau seorang anak yarnjgdnkorban atau saksi, kecuali bila
diperintah oleh Pengadilan, setelah mempertimbangkamua keadaan, khususnya
pandangan korban dan saksi).

Secara faktual pemeriksaan secaeteconferencedi Inacnesia pernah di praktekan
sebanyak 5 kali, dalam persidangan Rahardi RamBlamgaca» HAMAd HocTimor-Timur,
persidangan Ali Gufron Alias Muklas, serta persgim Abce. Bakar Ba'asyir. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut dibaimaah

1. Dalam Persidangan Rahardi Ramelan di-uasaikan Sueest Penetapan Nomor :

354/Pid.B/2002/PN. Jakarta Selatan deripar pertigdvapertimbangan sebagai

berikut :

a. Bahwa pemeriksaan atas perkara =ruakwa telah sg@aga pemeriksaan saksi-
saksi yang bertujuan untuk memygero eh kebenaraerinat

b. Bahwa salah satu saksi yang ‘ercantum dalam becdea Pemeriksaan penyidik
adalah saksi B.J. Habibie wana-hingga persidangan ihi berada dan atau
berdomisili di kota Hambuiy Cerinan sehingga yangargkutan tidak dapat
hadir dimuka persidangariuntuk memberikan keteranggbagai saksi yang
dikarenakan keluarga / strinya yang bernama NyoHgais Habibie dalam
keadaan sedang meriderita sakit yang tidak dapagghtikan ;

c. Bahwa keterangan sa‘si B.J. Habibie menurut majeism sangat perlu di
dengar untuk keoeningan pemeriksaan terdakwa daiangka — mencari
kebenaraan mat =it

d. Bahwa berkenaa' dengan adanya kendala keberad&sin Bsd. Habibie di
Jerman, sec xi.kan persidangan pengadilan dilaksankakarta majelis hakim
melihat saiah satu solusinya adalah dengan menggnna memanfaatkan
kemajuan teknologi yang ada saat ini ;

e. Bahwa majelis hakim berpendapat keterangan salisiHabibie tetap dipandang
perlu untuk didengar secara langsung dimuka pergatadengan memanfaatkan
teleconference

f. Bahwa pemanfaatan teknolodgeleconference selain dimaksudkan untuk
mempermudah mendengar keterangan saksi B.J. habwbaksudkan juga agar
masyarakat luas dapat mengikuti pemeriksaan pet&etakwa secara transparan

g. Bahwa dalam rangka pelaksanaan persidangan jawdk rjeelalui tehnik dan
saranavideo teleconferenctersebut, diharapkan peran serta dari jaksa penuntu
umum untuk memberitahukan saksi B.J. Habibie darakakan approach
dengan konsultan Jenderal Republik Indonesia di Kamburg Jerman sebagai
tempat yang ditentukan majelis hakim untuk persydardimaksud ;
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h. Bahwa pada saat persidangan berlangsung saksHBhibie didampingi oleh
seorang Konsultan Jenderal Republik Indonesia ;

i. Bahwa pemeriksaan saksi B.J. Habibie yang bera#amtior Konsultan Jenderal
Republik Indonesia di Hamburg Jerman merupakan kasatuan yang tidak
terpisahkan dengan proses persidangan yang beutaggdi ruang sidang
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

j. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terskhtas, majelis hakim
memandang perlu untuk menetapkan hari persidangatamd rangkan
pemeriksaan saksi B.J. Habibie dengan memanfaaéieologi teleconference
sebagaimana tersebut pada bagian akhir penetapan in

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majedikim menetapkan:

1) Menyatakan pemeriksaan saksi B.J. Habibie dalamkaper pidana No.
354/Pid.B/2002/PN. Jakarta Selatan, atas nama kisedeRahardi Ramelan,
dilakukan dengan cara persidangan jarak jauh swanigdnik teleconference

2) Menetapkan tempat pemeriksaan saksi di ineator Kanslenderal Republik
Indonesia di Hamburg Jerman ;

3) Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mepgahadirkasi $ald. Habibie di
Kontor Konsulat Jenderal Republik Indeiiesia di Keganburg Jerman, pada hari
selasa, tanggal 2 Juli 2002 pukul 09.0& waktu Hagiderman dan atau pukul
14.00 WIB, guna didengar kesa!ssianaya dalam perkaadakwa Rahardi
?I:\;amelan, dengan didampingi staf :“anculat JenderpURlik Indonesia setempat.

2. Dalam pengadilan HAM Ad Hoc 7imar-Timur, dalam pdesigan ini pemeriksaan
saksi secara virtual didasarkarn «*26 Surat Pemethlpa 08/Pid.HAM Ad Hoc
2002/PN Jakarta Pusat tertangyc:~C Lesember 200k umenggelar sidang melalui
teleconferencedalam pemerisaar. sejumlah saksi kasus pelangdseeat HAM
Timur-Timur (Timtim). Dalar». renetapannya, Andi SamsNganro menegaskan,
sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim men.an+'ang perlu untuk menddw@gaketerangan sejumlah saksi
korban serta saksi Uskup bc.a guna memperoleh pletmbumateril yang akurat.

b. Bahwa dasar pelaksari wa=n pemeriksaan saksi dexlgapnferencguga mengacu pada
yurisprudensi penggtiia *Bleconferencepada pemeriksaan B.J. Habibie, yaitu pada
kasus dugaan penalohgunaan dana non budgeter $ebegar Rp 62.900.000.000,00
(Enam puluh dua‘at ‘ar sembilan ratus juta rup@bh Terdakwa mantan Menperindag
atau Kabulog Rahardi Ramelan, pada tanggal 2 00R 2

c. Bahwa dasar pelaksanaaan pemeriksaan saksi deslgaonferencedidasarkan pula
pada PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara PemljaduTerhadap Korban dan Saksi
Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat m&mpeluang bagi pemeriksaan
saksi tanpa kehadiran di persidangan secara laggR@mgaturan tersebut terletak pada
Pasal 4 huruf ¢ Bab Il tentang bentuk-bentuk pedirgan pada PP No. 2 Tahun 2002
yaitu : “perlindungan sebagaimana dimaksud dalamsalP& meliputi pemberian
keterangan pada saat pemeriksaan sidang pengddifgra bertatap muka dengan
tersangka.

3 Sherly Adam, “Keterangan Saksi Melalui Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan”,
Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2008, him. 121-124.
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d. Bahwa sidangeleconferenc@engadilan HAM Ad Hoc di Jakarta, dilaksanakaniisé6
Desember 2002 dalam perkara pelanggaran HAM berabrTLeste atas Terdakwa
mantan Danrem 164 / Wira Dharma Brigjen Noer Muis.

Dalam persidangan kasus Makar atas nama TerdakwaBAkar Ba’'asyir, pemeriksaan
saksi secarteleconferencdi dasarkan ataSurat Penetapan bernomor : 547/Pid.B/2003/PN. Jkt.
Pst. tertanggal 19 juni 2003, dengan pertimbang&nrnya sebagai berikut :

a. Untuk mewujudkan prinsip penyelenggaraan peradigang baik dan jujur

b. Bahwa ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan alda-saksi berada di Malaysia

dan Singapura ;

c. Bahwa keterangan saksi-saksi yang berada di keeégarhl tersebut perlu didengar

dan diuji kebenarannya untuk mendapatkan kebemasderil ;

d. Bahwa jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi dengenggunnakan media

teleconferenceengan ketentuan sebagai berikut :

1) Demi objektifitas, pemeriksaan saksi-saksi akaraam».dan disaksikan oleh wakil /
utusan PN. Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut UmunsdbetaHukum Terdakwa dan
utusan / wakil dari keduataan besar kedua negira ,

2) Tempat yang akan dipergunakan untuk melanukai pesaan saksi akan disesuaikan
dengan aturan hukum dan diserahkan pada k=hi aduelnegar®

Sejatinya perkembangan mengenai pervajirleconferencedi pengadilan untuk
memeriksa saksi juga terpengaruh dari adany-amegaing menyatakan “bahwa hukum itu
berkembang dan cenderung tertingglSehingg.: di berlukan adanya terobosan hukum yang d
bentuk oleh hakim, yang merupakan kewaji',ari bagnh@u sendiri untuk selalu menggali dan
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalax 2nasyatauntuk memenuhi rasa keadilan.

Oleh karena pemeriksaan secdalacc. icrenceli Indonesia tidak di atur dalam KUHAP,
melainkan hanya diatur secara tersamar dalam undasteng yang secarkex specialist
mengatur mengenai perkembangan aiat_Lukti, sedarigkantuan yang secara tegas mengatur
mengenaiteleconferenceterdapat calam yurisprudensi. Di Indonesia senginisprundesi
tersebut bersifatPersuasive precet=n’atau hanya sebagai sumber hukum dalam arti formal.
Indonesia juga tidak mengenasal  precedent (bukan sebagathe binding force of the
precedent tegasnya tidak me..g=nsllare decisisatau asastare decisis et quita non movere
(yaitu suatu prinsip hukum “y=ng menyatakan bahwagadilan yang lebih rendah harus
mengikuti keputusan penjiacilan yang lebih tingiylaka untuk menggunakan/memanfaatkan
media teleconferencedaia:» nemeriksaan di persidangan menjadi sah, imxdekim perlu
mengeluarkan penetapan secara khusus untuk tevakgateleconferenceHal ini berarti
bahwa proses pemberian kesaksian meltdleconferenceni tidak dapat secara otomatis
digunakan sebagai peraturan yang langsung dapaaplidan.

%7 sekar Dianing Pertiwi Soetanto, Perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada kuhap dan
Undang-Undang khusus di Indonesia, data diakses tanggal 24 Februari 2012, alvalaible from: URL :
http://digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/02807200908591.pdf, him.97-98

BH M. Arsyad Sanusi, et. Al, Op. cit, him. 91

3 Supriyadi Widodo Eddyono. Perlindungan Saksi di Pengadilan HAM dan Beberapa Masalahnya, data diakses
tanggal 24Maret 2012, alvalaible from: URL: http://perlindungansaksi.files.wordpress.com/2008/05/perlindungan-
saksi-di-pengadilan-ham-beberapa-masalahnya.pdf, him. 4.
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B. Syarat Untuk Dapat Diterimanya Teleconference sebagai Alat Bukti yang Sah di

Persidangan Pidana

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alaktibuelah dinyatakan bahwa yang
dimaksud dengan “bukti adalah sesuatu untuk melakinkebenaran suatu dalil atau
peristiwa,”® Alat bukti, “alat pembuktianpewijs middleadalah alat-alat yang dipergunakan
untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu dalhuka pengadilan, misalnya : kesaksian,
bukti-bukti tulisan, persangkaan, sumpah dan lainzI**

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alabakii tersebut dipergunakan, diajukan
ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yatakieSecara garis besar pembuktian juga
berarti :

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalarmhanga mencari dan
mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut ymerdakwa, atau penasehat
hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata gqenilaian alat bukti yang
ditentukan undang-undang.

2. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebe& wsag akan dijatuhkannya dalam
putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yamdp tentukan Undang-Undang secara
“limitatif’ , sebagaimana dimaksud dalam Pasal (184 XUAP.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuknciauatthe degree of evidence”
keterangan saksi, agar keterangan saksi atau k> $2isempunyai nilai serta kekuatan
pembuktian, perlu diperhatikan beberapa poko. keényang harus dipenuhi oleh seorang
saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi @>>ajyap sah sebagai alat bukti yang memiliki
kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan kotary abagi berikut :

a. Harus mengucapkan sumpah atau jan)

Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP: schclum membetedangan ia wajib memberikan
sumpah atau janji, akan tetapi pada ayai (- "y vnarberungkinan untuk mengucapkan sumpah
atau janji setelah saksi memeberikan liewcrangamgd@edemikian saat pengucapan sumpah atau
janji pada prinsipnya wajib diucapkan cekelum saksmberi keterangafpromissoris)namun
dalam hal yang dianggap perlu olei. pengadilan rmakgah atau janji dapat diucapkan sesudah
saksi memberi keteranggassertc: i) Akan tetapi jika saksi menolak untuk mengucapkan
sumpah atau janji tanpa alsai yaig sah, saksibtérgapat dikenakan panyanderaan yang
dilakukan berdasarkan penetc;a+ hakim ketua sipalitgg lama 14 hari (Pasal 161 KUHAP).

b. Keterangan saksi yarng linilai sebagai alat bukti

Tidak semua keterai gan saksi yang mempunyai m@tzgai alat bukti. Keterangan saksi
yang mempunyai nilai iaiah “eterangan yang ditegiaslalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu

1) Yang saksi lihat sendiri;

2) Saksi dengar sendiri dan bukan saksi hanya menddagarang lair(testimonium de
auditu;

3) dan saksi alami sendiri;

4) serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

c. Keterangan saksi yang diberikan di sidang pengadila

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alkti leeterangan itu harus dinyatakan di
sidang pengadilan, hal ini sesuai dengan penegBsaal 185 ayat (1) KUHAP, dengan
demikian keterangan saksi yang berisi penjelagaang apa yang ia dengar, ia lihat dan yang ia

a0 Supriyadi Widodo Eddyono, /oc. cit.
1 5pesilo Prajogo, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, Wipress,2007, him. 26
* Ibid, him. 71.

18



alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana lampat bernilai sebagai alat bukti apabila
keterangan itu dinyatakan saksi di pengadilan.

d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2iekangan seorang saksi saja belum dapat
diambil sebagai alat bukti yang cukup untuk memikakt kesalahan terdakwa ataunfius testis
nullus testis. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan petwinumum hanya terdiri dari
seorang saksi tanpa ditambah dengan keterangan ysak® lain atau alat bukti yang lain,
kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapatlalirsebagai alat bukti yang cukup untuk
membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengatakti pidana yang didakwakan
kepadanya, memperhatikan uraian diatas dapat ldik@simpulan, bahwa persyaratan yang
dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2), yaitu:

1) Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paleoiikg harus  didukung oleh dua
orang saksi;

2) Atau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang exixa kesaksian tunggal harus
dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat lpakt; icin.

e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Sering terdapat kekeliruan pendapat sementa a clamrgnggapan, dengan adanya
beberapa saksi dianggap keterangan saksi yanglduy@icil cukup membuktikan kesalahan
terdakwa. Pendapat yang demikian keliru karenalipe:masaksi yang dihadirkan dan didengar
keterangannya di disidang pengadilan secare kaghtielah melampaui batas minimum
pembuktian belum tentu keterangan mereka s_caniatilianemadai sebagai alat bukti yang
sah untuk membuktikan kesalahan terdafidal ini esuai dengan amanah Pasal 185 ayat (4)
KUHAP yang menjelaskan bahwa “ketereéngon beberabsi syang berdiri sendiri-sendiri
tentang suatu kejadian atau keadaan dapatl “igursssmgai suatu alat bukti yang sah apabila
keterangan saksi itu ada hubungannya“sc o denganlgen sedemikian rupa, sehingga dapat
membenarkan adanya kejadian atau kzad'aun tertentu”.

Apabila syarat-syarat sah keteraina2.a saksi tergelat terpenuhi maka keterangan yang
telah diberikan oleh seorang saksi“tu tzlah mempiukekuatan pembuktian yang dapat diakui
sebagai alat bukti. Keterangan sc«si tersebut akgadikan pertimbangan hakim untuk
memberikan putusan atas suat: uriCak pidana.

Seperti diatur dalam K i2AP, terdapat beberapa keten mengenai saksi yang sah
menurut hukum sehingga capa digunakan sebagabahsit Yang dimaksud dengan kesaksian
menurut M. Karjadi dan R -St.esilo yaitu “suatu katgan dengan lisan di muka Hakim dengan
sumpah tentang hal-hal \w2genai kejadian tertearig yidengar, dilihat dan dialami sendff”.
Jika ketentuan mengenai saksi diatas diterapkaanddtesaksian yang diberikan secara
teleconferencalalam persidangan yang memanfaatkan mesleconferencgpemeriksaannya,
maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Keterangan saksi dimuka sidang pengadilan

Penggunaareleconferencedalam hal ini telah menyajikan gambar secara Ilddt
kualitas suara jelas tanpa ganggyanice), memungkinkan hakim untuk mengetahui secara
langsung sorot mata, roman muka, maupun bahasd t{gastures)yang ditunjukan oleh
seorang saksi di muka persidangan. Dengan denplada prinsipnya kehadiran seorang saksi di

3 M.Yahya Harahap,op.cit,HIm.279
2 M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan
Komentar, Politeia, Bandung,1997, him. 164.
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muka persidangan sebagaimana dimaksud secarajuigk terpenuhi dengan menggunakan
teleconference.
b. Dengan disumpah terlebih dahulu

Sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHARNd memanfaatkan teknologi
teleconferenceéidak jauh berbeda dengan persidangan biasa, seltelum memberi keterangan
saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menwa# agamanya masing-masing, bahwa ia
akan memberikan keterangan yang sebenarnya d&rdidadari yang sebenarnya.

c. Tentang peristiwa tertentu yang ia dengar, ia lildgn ia alami sendiri
(Nontestimonium de Auditu).

Seperti halnya di setiap persidangan pidana, bdteterangan saksi adalah salah satu
bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangearsdksi mengenai suatu peristiwa pidana
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan iamalaendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu. Dalam hal teieconferenceakan menjadi alat bukti yang sah sepanjang
yang bersangkutan tidak menyangkalnya.

Selain ketiga ketentuan mengenai saksi yang hdapsichi agar sah menurut hukum,
perlu diperhatikan pula asas peradilan yang cegaerhana aon biaya ringan. Sehingga jangan
sampai penggunaateleconferencgustru melanggar ke'entvan asas dalam peradildangi
karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan umawaiiiaatkan teknolodeleconference
tersebut.

Dalam permeriksaan saksi secéeteconfei"nceesas biaya ringan ini telah terpenuhi,
penggunaan medtaleconferencei pengadilan tic_' Ic.gi bertentangan dengan bisgs ringan
oleh karena sekarang ini penggunadeleconf:rence sudah relatif murah dengan
diperkenalkannya teknik video dua arah. Seninpg@ae terjangkaunya biaya penyelengaaraan
teleconferencemaka teknologi inipun dapai-digunakan oleh setapng yang beracara di
persidangan, sejauh dianggap perlu olelv. 5elisrhlak

Untuk memperkuat argument pernelis di atas, bendanulis kemukakan pendapat para
pakar hukum mengenai pemeriksaan saksi s¢elm@onference :

Menurut RM. Sudikno Meriakusumo, pakar hukum perddan hukum acara perdata,
beliau berpendapat bahwa “kala .y =ristiwva kongasdbut tidak diatur sama sekali dalam
undang-undang, maka yang karuC dipertanyakan apadsastiva konkret itu bertentangan
dengan kesusilaan, ketertibai'wthum atau tidak?atK&tak, untuk apa dilarang®Pendapat
ini dikuatkan Muchsan, Mearia Hakim Agung, ia meagan bahwa 7jika suatu hal belum
diatur, itu tidak berarti hal:ar ebut dilarang.afgmiteleconferencelilakukan demi manfaat dan
kepentingan umum®

Dan sebagai salah satu penganut paham sosioladis) IPengadilan Tinggi Jawa Barat,
Arsyad Sanusi. Juga turut bersuara, menurutnyar&egan saksi melalteleconferencesama
nilainya dengan saksi yang disumpah. Bahkan, sapgnjang bersangkutan tidak menyangkal
keterangan saksi lain vieleconferencemaka keterangateleconferenceaersebut bisa menjadi
alat bukti yang sah*’ "Sepanjang tidak ada rekayasa, kebohongan, demidiaisi dari berbagai
pihak, termasuk dari aparat penegak hukum. Ringlkasepanjang menjunjung asaz kejujuran,
tranparansi, dan berkeadilan, tidak ada masalalgaskekesaksian vigeleconferencewalau
belum diatur dalam hukum acara”, lanjut BambangaBuk yang melengkapi pendapat Arsyad.

4 Budhy Setiawan Marwan, “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”, Buletin Kesaksian, Ed. No.Il. 2011.
*® Ibid
* Ibid
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Menurut mantan Menkeh dan HAM, Yusril Inza Mahendsahwa “keterangan saksi secara
teleconferencdétu bobotnya sama dengan kesaksian terfafigsdavit) ataupun keterangan yang
diucapkan di bawah sumpaf?'.

Sebagai pakar hukum sekaligus penulis buku tenkdmigAP. Luhut MP Pangaribuan
menjelaskan bahwa sejatinyaleconferencdisa dijadikan alat bukti untuk mencari kebenaran
materil. Menurutnya, tempat kesaksian tidaklaraterpenting dalam mencari kebenaran materil
itu. Hukum acara, seperti juga pasal 184 KUHAP r@atumengenai keterangan saksi) pada
hakikatnya juga merupakan arahan atau sebagaijpletuntuk mencari kebenaraan matétil.
Terlebih dalam persidangasleconferencesaksi juga bisa hadir di ruang sidang secaraalirt
Jadi, sebenarnya tak ada bedanya. Semua pihakbjpiga menguji keterangan dari saksi.
Keterangannya pun bisa didengar oleh semua pfhBlndapat ini juga diamini oleh Agus
Subekti (Hakim Pengadilan Negeri Denpasar), yangngungkapkan bahwa kesaksian secara
teleconferencadalahmerupakan suatu asas yang berkembang pada erdisglebaeperti saat
ini, sehingga kesaksian secaeteconferencelalam persidangzaitidak perlu di permasalahan /
diperdebatkan oleh karena keterangan saksi setdeacinarenceadalah sama dengan
keterangan saksi secara konvensional yang bertujork mencari kebenaran materil. Namun
jika kita menelaah kembali ketentuan pasal 160 &Yp hurof a KUHAP, spintas memang
ketentuan tersebut mensyaratkan kehadiran secs’a i inuka persidangan, akan tetapi
kehadiran secara fisik di muka persidangan dalawrirkaharus diartikan kehadiran fisik
keterangan kesaksiannya. Jadi memperluas yp=2ngettiamuka persidangan sebagaimana
disebutkan dalam ayat tersebut. Pemeriksaan. 2k ateleconferencguga termasuk dalam
pengertian pemeriksaan hakim yang langsung ' Jam tispada saksi atau para saksi.

Penafsiran hukum terhadap beberara r=tentuan yangamgkut hukum acara pidana
merupakan terobosan yang perlu dilakukan #z.anamayta untuk mencapai tujuan hukum itu
sendiri. Hal tersebut diperlukan agar Haw vivticakbelenggu dengan hanya bepedoman pada
alat-alat bukti yang konvensional semawe. yang akangakibatkan suatu ketidak adilan oleh
karena jika Hakim terbelenggu der.ga’ tidak melakukarobosan hukum serta hanya
berpedoman pada alat-alat bukti ang konvensioraandipastikan banyak dakwaan Jaksa
Penuntut Umum akan mental, tancac Erly Soelistyarglengkapi pendapatnya diatas.

Hadirnya Peraturan Perceriiiah Nomor 2 Tahun 260fang Perlindungan Saksi dan
Korban Pelanggarah HAM® 2-rat, Undang-Undang Nomd& Tahun 2003 Tentang
Pemberantasan Tindak Piaan:. Terorisme, Peraturareri@ah Rl Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Tatacara Perlinc :nuan Terhadap Saksi, dknfenuntut Umum dan Hakim dalam
Perkara Terorisme, Unuan-Undang Nomor 11 Tahur8 260tang Informasi dan Transaksi
Elektronik dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20098y Perlindungan Saksi Dan
Korban, merupakan tonggak kemajuan dalam menyikppimeriksaan saksi secara
teleconferenceengan telah memberikan sedikit solusi atas kelgeohukum acara pidana.

*® Koran Tempo, Teleconference Bisa Menjadi Yurisprudensi, data di akses tanggal 20 Maret 2012, alvalaible
from: URL: http://www.arsip.net/id/link.php?Ih=Bg4ABQRRA1YB

4 Hukum Online.com, Menguiji Kesaksian Secara Virtuidta di akses tanggal 20 Maret 2012, alvalaible
from: URL: http://hukumonline.com/berita/baca/hol8278/mengefaksian-secara-virtua(selanjutnya di singkat
Hukum Online.com 1lI).

*% Lalu Mariyun, et. Al. Intisari Penyelenggaraan Sidang Pengadilan Dengan Metode Teleconference Ditinjau
Dari Aspek Hukum Pembuktian (Studi Kasus Perkara Pidana No. 354/PID/B/2002/PN.JAK-SEL.), data di akses
tanggal 20 Maret 2012, alvalaible from: URL: http://www.scribd.com/doc/32685142/Saksi-Wajib-Hadir-Di

31 Sherly Adam, op. cit, him. 107.
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Akan tetapi kembali lagi bahwa diterima atau tidaksuatu alat bukti di persidangan ditentukan
oleh hakim. Namun tidak semua alat bukti yang oiitardi dalam persidangan adalah layak di
percaya dan berbobot.

Pengalaman dan analisis hakim merupakan paduasikerang dapat digunakan untuk

menentukan barang bukti mana yang layak untuk d@mgkridibel. Dalam mengevaluasi
penggunaan alat bukti di dalam persidangan, pamaieriu difokuskan pada keterkaitan antara
alat bukti tersebut dengan hal yang hendak dibaktkebenarannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, penulis alamenyampaikan kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Untuk menggunakan/memanfaatkan medi@leconfeience dalam pemeriksaan di
persidangan menjadi sah, majelis hakim perlu mewLskdn penetapan secara khusus
untuk terlaksananygeleconferenceDengan demikian i:eterangan saksi dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ¢cnoauabai pertimbangan dan alasan
diperlukannya pemberian keterangan saksi metvlasonferencelemi mencari kebenaran
materil yang menjadi tujuan hukum acara pi~‘ana

. Syarat diterimanya kesaksian sectgkecon'_rer.cali dalam persidangan pidana adalah

sebagai berikut:

a) Penggunaarteleconferencalalam ha’ irii. telah menyajikan gambar secara lddtai
kualitas suara jelas tanpa gangg:iauic<), memungkinkan hakim untuk mengetahui
secara langsung sorot mata, v wan muka, maupunsdatiuduh (gestures)yang
ditunjukan oleh seorang saksi'uimuka persidanBamgan demikian pada prinsipnya
kehadiran seorang saksi di muka persidangan sebagaidimaksud secara fisik juga
terpenuhi dengan menggur.aka'=conference.

b) Dengan disumpah terlebii. cchulu

c) Tentang peristiwa tertentu, ang ia dengar, ia ldzat ia alami sendiiNontestimonium
de Auditu). Dalam ha “inteleconfernceakan menjadi alat bukti yang sah sepanjang
yang bersangkutaniua s menyangkalnya.

B. Saran
1) Perlu pengaturan secara jelas mengenai hal ini &gderangan saksi melalui

teleconferene menjadi alat bukti yang sah karna memiliki keabsadan legalitas
seperti halnya telah diatur dalam peraturan-peaaturternasional.

2) Perlu ditegakkannya implementasi undang-undangnderigan saksi dan korban dimana

perlindungan seorang saksi perlu diperhatikan nmgagihal tersebut merupakan salah
satu alasan yang dijadikan untuk diadakannya p&ssan saksi melalteéleconference .
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